


b. Komponen Manufacturing 
Dasar Hukum 1. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 

2. PP No. 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis 
Resiko; 

3. PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan 
Perikanan; 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor : PER.13/MEN/2012 tentang 
Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan; 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan 
produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berbasis Resiko ; 

6. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan 
Tangkap Nomor : 22/KEP-DJPT/2013 
tentang Penetapan Otoritas Kompeten 
Lokal Penerbitan Sertifikat Hasil 
Tangkapan Ikan; 

7. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan 
Tangkap Nomor : 34/KEP-DJPT/2013 
tentang Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan Penerbitan 
Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. 

Sarana dan Prasarana, dan/atau 
Fasilitas 

1. Unit komputer dan jaringan internet 
2. Printer, scanner 
3. Form SHTI 
4. ATK 
5. Alat lainnya sebagai penunjang pelayanan 

Kompetensi Pelaksana Memahami ketentuan tentang pelayanan 
penerbitan SHTI dan telah mengikuti pelatihan 
mekanisme penerbitan SHTI. 

Pengawasan Internal Syahbandar, Ketua Tim Kerja 
Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan 
Perikanan dan DJPT 

Jumlah Pelaksana 1. 2 (Dua) Orang Syahbandar 
2. 2 (Dua) Orang Petugas Kesyahbandaran 

Jaminan Pelayanan 1. Jaminan kesesuaian prosedur; 
2. Apabila berkas yang diajukan lengkap dan 

memenuhi persyaratan jaminan maka 
pelayanan tepat waktu;  

3. Tidak dipungut biaya pelayanan. 
Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan Pelayanan 

Jaminan keamanan dokumen yang diajukan 
tidak hilang selama proses pelayanan. 

Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan; 




